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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7T0/M-DAG/PER/12/2013

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,

Mcnimbang

Mengingat

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pertumbuhan usaha Pasar Tradisional, Pusal
Perbelanjaan dan Toko Modern wyang semakin
meningkat perlu  dikuti  dengan  peningkatan
kepastian usaha dan tertib usaha;

bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan
pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toke Maodern perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana
diatur dalam Peraluran Menleri Perdagangan Nomor
53/M-DAG/PER/ 12/2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu
menectapkan Peraturan Menteri Perdagangan lenlang
Pedoman  Penataan dan  Pocmbinaan  Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Eedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad
1838 Nomor 86|;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Prakick Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4437)
sebagaimana  telah beberapa kali diubah  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor &7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus [bukota
Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecll, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
MNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Perataran Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modearn;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 teniang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 201.3;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serla Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah teralkhir dengan Peraluran Presiden Nomor 56
Tahun 2013;
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15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 lentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang
Penanaman Modal;

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 lenlang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah lerakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;

17. Kepulusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 lentang Lembaga-
Lembaga Usaha Perdagangan,

18, Peraturan Menieri Perdagangan Nomor
36/M-DAG /PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomeor 39/ M-DAG/PER/12/2011;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG /PER/T7/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57 /M-DAG /PER/8&/2012;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
53/M-DAG [PER/9/2012 tentang Penvelenggaraan
Waralaba,

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

68/M-DAG /PER/10/2012 tentang Waralaba Unluk
Jenis Usaha Toko Modern;

22, Peraturan Menter Perdagangan Nomor
35/M-DAG/PER/V /2013 tentang  Pencantuman
Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;

23. Peraturan Menteri Ferdagangan Nomor
48/M-DAG  /PER/8/2013  tentang Pedoman
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN.

Lad
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BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

|

Pelaku Usaha adalah seliap orang perseorangan alau
badan usaha, baik berbentuk hadan hukum maupun
bukan  badan hukum  vang  didirikan  dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indoncsia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan
jumlah penjual lebih darl satu baik yang disebut
sebagai Pusal Perbelanjaan, Pasar Tradisional,
Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun
sebutan lainnya.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan
dikelola oleh  Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Dacrah termasuk kerjasama dengan swasta
dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan
Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,
menengah, swadaya masyarakat atau koperasi
dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan
proscs jual beli barang dagangan melalui tawar
MENAWAT,

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area terlenlu yang
terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang
didirikan sccara vertikal maupun horisontal, yang
dijual atau disewskan kepada pelaku usaha atau
dikelola  sendiri  untuk  melakukan  kegiatan
perdagangan barang.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha
vang digunakan untuk menjual barang dan terdirl
dari hanya satu penjual.

Toko Modern adalah toko dengan sistern pelayanan
mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran
yang berhentuk Minimarket, Supermarket,
Depariment Store, Hypermarkel ataupun grosir yang
berbentuk Perkulakan.

Pengelola Jaringan Toko Modern adalah  pelaku
usaha vang melakukan kegiatan usaha melalul satu
kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian
barang ke outlet/gerai yang merupakan Jaringannya.

Pemasok adalah pelaku usaha yang secara tcratur

memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan
untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah vang selanjutnya
disinglkkat UMEKM adalah kegiatan ekonomi yang
berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.

Kemitraan adalah kerjasama dalam kelerkaitan
usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas
dasar prinsip saling memerlukan, mempercayal,
memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku
usaha mikro, kecil, dan mencngah dengan usaha
besar.

Persvaralan Pcrdagangan (trading tferms) adalah
syarat-svarat dalam perjanjian kerjasama antara
Pemasok dengan Toko Modern danj/atau Pengelola
Jaringan Toko Meodern yang berhubungan dengan
pemasokan harang-barang yang diperdagangkan
dalam Toko Modern yvang bersangkutan.

[zin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang
selanjuinya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat
melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang sclanjutnya
disingkat [UPP adalah izin untuk  dapat
melaksanakan usaha pengelolaan Pusat
Perbelanjaan.

Izin Usaha Toko Modern vang selanjutnya disingkat
IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha
pengelolaan Toko Modern.

Pejabat Penerbil [UPPT, IUPP dan [UTM, yang
selanjutnya discbut Pejabat Penerbit adalah
Guhernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Tbukota Jakarta dan Bupati/Walikota.,

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB II
PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern wajib berpedoman pada Rencana Tata
Ruang Wilavah dan Rencana Detail Tata Ruang
Wilayah Provinsi/ Kabupaten /Kaola, termasuk
Peraturan Zonasi.



[3)

(1)

(2)

(2)

(1)

Peraturan Menteri Perdagangan R.1.
Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada avat
(1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
setempat dengan mempertimbangkan pemanfaatan
ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara
jumlah Pasar Tradisionzl dengan Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern.

Penyusunan  setiap Peraluran Zonasi harus
disesuaikan dengan peruntukkan zona dimaksud
sebagaimana tercantum dalam Rencana Dctail Tata
Ruang.

Pasal 3

Jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau toko
eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah setempat.

Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern wajib mematuhi kelentuan vang
ditetapkan oleh Pemerintah  Daerah selempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Daerah sctempat dalam menetapkan
jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada avat
(1) harus mempertimbanglkan:

a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk
dimasing-masing dacrah sesuai data sensus
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;

b. polensi ekonomi dacrah setempat;
c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

dukungan  keamanan  dan  ketersediaan
infrastruktur;

e. perkembangan pemukiman baru;

f. pola kehidupan masyarakat sctempat;
dan/atau

g. Jjam kerja Toko Modern vang sinergi dan ridak
mematikan usaha toko eceran tradisional di
sekitarnva,

Pasal 4
Pelaku Usaha dapat mendirikan:

a. Tusal Perbelanjaan dan Toko Modern vang
bherdiri sendiri; dan/atau

b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan alau
bangunan/kawasan lain.
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Pelakku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan
dan Toko Medern wyang berdiri sendiri scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi
dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat
setemnpat yang meliputi;

a.  struktur penduduk menurut mata pencaharian
dan pendidikan;

b.  tingkal pendapatan ekonomi rumah tangga;

¢.  tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk
di masing-mnasing daerah sesual dengan data
sensus Badan Pusat Statistk (BPS) tahun
lerakhir;

d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
e. penverapan tenaga Kerja,;

ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional
sebagail sarana bagi UMEKM,

ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

s

h.  dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar
Tradisional atau toko cccran tradisional yang
lelah ada sebelumnya; dan

i tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Sociul Responsibility) yvang diarahkan untuk
pendampingan bagi pengelolaan Pasar
Tradisional.

Pelaku Usaha wang mendirikan Toko Modern yang
terintegrasi  dengan  Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
melenpgkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakar setempat yvang meliputi:

a. rencana Kemitraan dengan UMKM;
b. penycrapan tenaga kerja;

¢.  ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional
scbagai sarana bagi UMKM;

d. dampak posilil dan negatil atas pendirian Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar
Tradisional atau toko eceran tradisional yvang
telah ada scbelumnya; dan

o tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Social Responsibility) yang diarahkan untuk
pendampingan bagi pengelolaan Pasar
Tradisional.

Analisa kondisi sosial ckonomi  sebagaimana

dimaksud pada avat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh

badan/lembaga independen yang kompelen.
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(5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud
pada avat (4) dapat berupa lembaga pendidikan,
lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 5

Pelaku Usaha wvang mendirikan Toko Modern dengan
bentuk  Minimarket dikecualikan dari kelengkapan
dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tetap
mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan
penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data
sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir,

Pasal b
Luas lantail penjualan Toko Modern meliputi:

a. Minimarker, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter

persegi);

b,  Supermarket, lebih dan 400 m2 |(empat ratus meter
persedi);

¢.  Department Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus

meter perscgi);

d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter
perseai); dan

e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter
persegi).

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan vang harus
diterapkan dalam Toko Modern meliputi:

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual
secara eceran  berbagai jenis  barang konsumsi
terutama produk makanan dan/atau produk rumah
tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan,
Jurniture, dan clcktronik;

b. Department Store menjual sccara cccran berbagai
jenis barang konsumsi terutama produk sandang
dan perlengkapannya dengan penalaan berdasarkan
jenis kelamin dan/atlau ungkat usia konsumen; dan

¢. Perkulakan menjual secara grosir berbagal jenis
barang konsumsi.
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Pasal 8

(1) Toko Modern hanya dapat menjual barang
pendukung  usaha ulama  paling banvak 10%
(sepuluh  per seratus) dari kescluruhan jumlah
barang yang dijual di outlet/gerai Toko Modern.

(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat mcemberikan izin
penjualan barang pendukung usaha utama lebih dari
10% (sepuluh per seratus) sctelah
mempertimbangkan  rekomendasi  dari Forum
Komunikasi Penataan dan Pemnbinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.,

(3) Forum Komunikasi schagaimana dimaksud pada
aval (2) dibentuk oleh Menteri dengan anggota terdiri
dari pemangku kepentingan di bidang Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB III
PEREYARATAN PERDAGANGAN
ANTARA PEMASOK DENGAN TOKO MODERN

Pagal 9

(1) Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko
Modern harus memuat Persyaratan Perdagangan
paling sedikit mengenai;

a. Pemasok hanya dapat dikenakan hiava-biava
vang berhubungan langsung dengan penjualan
barang;

b. besarnya biaya vz dikcnakan sebagaimana
dirnaksud pada huruf a paling banyak 15% (lirma
belas per seratus) dari keseluruhan biava-biayva
trading terms di luar regular discount, kecuali
ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang
disetiyui bersama antara Pemasok dengan Toko
Madern;

c. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama
membuat  perencanaan promosi baik untuk
barang baru maupun untuk barang lama untuk
jangka waktu vang telah disepakati;

d. penggunaan jasa distribusi Toko Modern lidak
boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat
rmendistribusikan barangnya sendiri sepanjang
memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang,
jurmnlah) yang disepakati kedua belah pihak;

€. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak
memenuhi  jumlah dan ketepatan waktu
pasonlkan;
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Toko Modern dapat dikenakan denda apabila
tidak memenuhi pembayaran tepat pada
waklunya;

denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan
[ dikenakan scsuai kesepakatan kedua belah
pihalk;

Toko Modern dapat mengembalikan barang yang
baru dipasarkan kepada Pemasok lanpa
dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi
dalam jangka wakitu 3 (liga) bulan tidak
memenuhi targel vang telah ditetapkan bersama;
dan

Toko Modern harus memberikan informasi
tertulis paling sedikit 3 [tiga) bulan sebelumnva
kepada Pemasok apabila akan melakukan stop
order delisting atau mengurangi jenis barang
atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok.

Biaya-biaya vyang dapat dikenakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

&L,

.

potongan harga reguler (reqular discount) bidak
berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan
sistem harga netto vang dipublikasikan secara
transparan ke semua  Toko Modern  dan
disepakati dengan Toko Modern;

potongan harga tctap (fixed rebate) dilakukan
secara pcriodik paling lama 3 (tiga) bulan paling
banvak 1% (satu per seratus);

jumlah dari potongan harga reguler (regular
discount) maupun potongan harga tetap (fixed
rebate] ditentukan berdasarkan prosentase
terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke
Toko Modern baik pada saal transaksi maupun
secara periodik;

potongan harga khusus (conditional rebate) yang
diberikan olch Pemasok dari total pembelian
bersih (nett purchase) termasuk relur barang,
apabila Toko Modern dapat mencapai atau
melebihi target penjualan sesuai  perjanjian
dagang, dengan kriteria penjualan:

1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesual
perjanjian sebesar 100% (seratus per seramis)
mendapat potongan  harga khusus paling
banvalk sebesar 1% (salu per scratus);

&

melebihi jumlah yvang ditargetkan sebesar
101% (seratus satu per seratus) sampai
dengan 115% (seratus lma belas per
seratus), kelebihannya mendapat potongan
harga khusus paling banyak sebesar 5%
(lima per seratus); atau
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3. melebihi jumlah vang ditargetkan di alas
115% (scratus lima belas per seratus),
kelebihannya mendapat potongan harga
khusus paling banyak scbesar 10% [sepuluh
per seratus).

potongan harga promosi (promotion discount
diberikan kepada pelanggan atau konsumen
akhir dalam waktu wyang dibatasi sesual
kesepakatan antara Toko Modern dengan
Pemasok:

hiaya promosi (promofion cosl) vang dibebankan
kepada Pemasok olch Toko Modern sesual
kesepakatan kedua helah pihak vang terdiri dari:

1. biaya promosi melalui media massa atau
celakan seperti brosur atau rmailer, vang
ditetapkan secara transparan dan wajar
sesual dengan tarif dari media dan hbiaya-
biaya kreativitas lainnya:

2, biaya promosi pada ko setempal (in-store
promotion) dikenakan hanya untuk area
promast di luar display/ pajangan reguler
toko scperti floor display, gondola promosi,
block shelving, tempat kasir (check out
counter), wing gondola, papan reklame di
dalam dan di luar toko, dan tempat lain
yang dirunakan untuk tempat promosi;

3. Dbiava promosi untuk mempromosikan
harang milik Pemasok sepertn sampling,
demo barang, hadiah, games, dan lain-lain;

4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan
atas aktivitas promosi dilalkukan paling
lama 3 (liga) bulan selelah  acara
berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak;
dan

5. Dbiaya promosi yang belum digunakan harus
dimanfaatkan untuk aklvilas promosi
lainnya baik pada periode  vang
bersangkutan maupun untuk periode vang
berikuinya dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sesuai kescpakatan kedua belah
pihalk.

biaya vang dikeluarkan untuk promosi barang
baru sudah termasuk di dalam biaya promosi
scbagaimana dimaksud pada huruf f;

biaya-blaya lain di luar biaya sebagaimana
dimaksud pada huruf f tudak diperkenankan
untuk dibebankan kepada Pemasok;

biaya administrasi pendaftaran barang (listing
fee) hanva untuk barang baru dengan besaran
briayva:
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1. untuk Hypermarkel paling banyak
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) untuk sctiap jenis barang sctiap
gerai  dengan  biaya  paling  banyak
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk
setiap jenis barang di semua gerai;

2. untuk Supermarket paling banyak
Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
untuk setiap jenis barang setiap gerai
dengan biaya paling banyak Rpl10.000.000,-
(scpuluh juta rupiah] untuk setiap jenis
barang di semua gerai; dan

3. untuk Minimarket paling banyak Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang
sctiap geral dengan biaya paling banyak
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
untuk setiap jenis barang di semua gerai.

J- Perubahan biaya administrasi pendaftaran
barang sebagaimana dimaksud pada huruf i
dapat discsuaikan setiap tahun berdasarkan
perkembangan inflasi.

Pasal 10

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan
Departermeni  Stere harus  memuat — Persyaratan
Perdagangan vang meliputi:

a. biayva-biaya trading terms tidak berlaku; dan

b. Pecmasok harang ke Department Store hanva
dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan
lambahan biava-biaya lain sesuai kesepakatan kedua
belah pihak.

Pasal 11

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modcern harus berlaku adil
dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra
usaha, baik sebagal pemilik, penyewa ruangan usaha
alau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah
pihak.

Pasal 12

Besaran biaya yang disebutkan dalam Perjanjian sewa
menyewa atau jual beli antara Pusal Perbelanjaan dan
pemilik atau penvewa ruangan usaha di dalam pusat
perbelanjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.
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Pasal 13

Pembayvaran barang dari Toko Modern kepada
Pemasok wyang dilakukan oleh Usaha Mikro dan
Usaha Kecil untuk nilai pasokan sampai dengan
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat
dilalkukan dengan cara dibayar langsung pada hari
pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu
15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen
penagihan diterima,

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berlaku untuk setiap 1 (satu) oullel/gerai atau dalam
jaringan usaha,

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memasok barang
ke Toko Modern dibebaskan darl pengenaan biayva
administrasi pendaftaran barang (listing fee).

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 14

Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan
Tokoe  Modern dapat melakukan  Kemitraan
berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati
kedua belah pihak.

Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling
menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan
transparan.

Perjanjian Kemitraan harus dibuar dalam bahasa
Indonesia dan berdasarkan hulkum Indonesia,

Pasal 15

Kemitraan dalam mengembangkan UMEM di Pasar
Tradisional, Pusal Perbelanjaan dan Tokoe Modern
dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum
dan/atau Waralaba.

Kemirraan dengan pola Perdagangan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentul:

a. kerjasama pemasaran,;
b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
¢, penyedisan pasokan.

Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk
memasarkan barang hasil produksi UMKM vang
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dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan
merck pemilik barang, merek Toke Modern atau
merek lain  yang disepakati dalam rangka
meningkatkan nilai jual barang,

Penyediaan lokasi usaha scbagaimana dimaksud
pada avat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk
menyediakan  ruang wusaha dalam  arcal Pusat
Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil
sesuni dengan peruntukkan yang disepakari.

Penvediaan pasockan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ dilakukan dalam bentuk penyediaan
barang dari Pemasok ke Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

Kemilraaun dengan  pola  Waralaba sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenal Waralaba.

Pasal 16

Pclaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko
Maodern vang dimiliki dan dikelola sendiri (company
owned outlef) paling banyak 150 [seratus lima puluh)
outlet/ gerai.

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern
sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan
akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih
lanjut, maka  wajib melakukan Kemitraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang
produlksi dalam negeri yang dihasilkan UMEKM
scpanjang memenuhi persyaratan vang ditetapkan
Toko Modern.

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat
Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar
Tradisional, dilakukan dalam bentuk penyediaan
fasilitasi berupa:

a. pelatihan;

b.  konsuliasi
c. pasokan barang;
d. permodalan; dan/atau

e. bentuk bantuan lainnva.
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BAD V
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 18

Pengelolaan Pasar Tradisional dapal dilakukan oleh
Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara
(BUMDN], Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD).

Mcnteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota baik sendiri
maupun secara bersama-sama melakukan
pcmberdavaan terhadap pengelolaan Pazar
Tradisional dalam rangka peningkatan dava saing.

Peningkatan dava saing sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar
Tradisional;

b. penerapan  manajemen  pengelolaan yang
profesional;

¢.  penyediaan barang dagangan dengan mutu yang
baik dan harga yang bersaing; dan/atau

d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para
pedagang pasar guna modal kerja dan kredit
kepemilikan tempat usaha.

Pasal 19

Pengelola Pasar Tradisional memiliki peran antara
lain dapat berupa:

a. menambah jumlah pasokan barang dalam
rangka mensiahilkan harga;

b. memastikan kesesuaian standar berat dan
ukuran (Lertib ukur);

e

melaksanakan pembinaan, pendampingan dan
pengawasan kepada para pedagang; dan

d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.

Kegiatan pembinaan, pendampingan dan
pengawasan kepada para pedagang scbagaimana
dimmaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan melalui;

a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik
mengenal kualitas barang, kebersihan, takaran,
kemasan, penyajian/penataan barang maupun
dalam pemanlaalan fasililas pasar;

b. peningkatan kompetensi pedagang melalui
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan

¢, pembentukan paguyuban/kelompok pedagang
dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
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Dalam penyediaan ruang usaha bagl pedagang
scbagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf d,
pengelola Pasar Tradisional harus memperhaltikan:

a.  penempalan pedagang dilakukan secara adil dan
transparan serta memberi peluang yang sama
hagl para pedagang;

b. =zonasi sesuai pengelompokkan barang
dagangan;
. penempatan pedagang  diarahkan untuk

memberikan  skala  prioritas kepada  para
pedagang lama vang telah terdaftar pada Kantor
Pengelola Pasar,

d. apahila terdapat kelebihan atau pengembangan
tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:

1. pedagang lama vang tidak memiliki ijin
resmi; atau

2. pedagang vang menyewa tempat usaha dari
pedagang resmi.

e, pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar
lokasi usaha  sctiap pedagang memiliki
kesempatan vang sama untuk dikunjungi; dan

f.  pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan
Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB VI
PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

Pasal 20

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan alan menawarkan
“counter image” dan/atau ruang usaha vang proporsional
dan strategis unluk pemasaran barang dengan merek
dalam negeri pada lantai tertentu.

(1]

Pasal 21

Toko Modern dapat memasarkan barang dengan
merek sendin (private label dan/fatau house brand)
dengan mengutamakan barang hasil produksi
UMEKM.

Toko Modern hanya dapal memasarkan barang
merek sendiri paling banvak 15% (lima belas per
seratus] dari keseluruhan jumlah barang dagangan
(stock keeping unit) yang dijual di dalam outlet/gerai
Toko Modern.
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Toko Modern dalam memasarkan barang merek
sendiri  (private label danfatau house brand)
bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan
peraturan perundangan di  bidang keamanan,
kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), Hak
alas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan
terbungkus dan/atau  kelentuan barang beredar
lainnya.

Toko Modern yang menjual barang hasil produksi
UMKM dengan merek milik sendiri (private label
dan/atau house brand) wajib mencantumkan nama
UMEM yvang mcemproduksi barang.

Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria
tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi
dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari
ketentusan sebagaimana dimaksud pada avat (2).

Pasal 22

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib
menvediakan  barang dagangan produksi dalam
negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus)
dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Dalam hal tertentu, Menlen dapal memberikan izin
penvediaan barang daganpgan produksi dalam negeri
kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) setelah
mempertimbangkan  rekomendasi  dari Forum
Komunikasi Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 23

Toko Modern wajib mencantumkan harga barang secara
jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

(1)

(2)

BAE VI
PERIZINAN

Pasal 24

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di
bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern, wajib memiliki 1zin usaha sebaga
legalitas.

[zin usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1),
meliputi:

a. IUPPT untuk Pasar Tradisional,

h, 1UPP uniuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusal
Perdagangan; atau
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c. [UTM untuk Mirnimarket, Supermarket,
Depeartment Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Pasal 25
Kewenangan penerbitan [UPPT, IUPP dan [UTM
berada pada Menteri.

Mentleri melimpahkan wewcenang penerbitan IUPFT,
IUPP dan IUTM kepada Gubernur untuk Pemerintah
Provinsi Daegrah  Khusus lbukota Jakarta dan
Bupati/Walikota.

Pasal 26

Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota, melitnpahkan
kewenangan penerbitan IUPPT, TUPP dan ITUTM
kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di
bidang perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan
Terpadu Satu Pimtu setempalt.

Dalam hal proses penerbitan IUPPT, IUPP, dan IUTM
dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
harus menyvampaikan pemberitahuan kepada Kepala
dinas vang bertanggung  jawab di hidang
perdagangan.

Pasal 27

Permohonan  izin usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 diajukan Pemohon kepada Pejabat
Penerbit, dengan mengisi formulir surat permohonan
scbagaimana tercantum dalam Lampiran [ vang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan  darm
Peraturan Menteri ini, scrta dilengkapi dengan
dokumen persyaratarn.

Dokumen persyaratan scbagaimana dimaksud pada
ayaf (1) terdiri:
a. untuk IUPPT yang berdiri sendir:

1. fotokopi surat izin prinsip dari Gubernur

Pemerintah Provins: Daerah Khusus [bukota
Jakarta atau Bupati/ Walikota;

2. hasil analisa kondisi sosial ckonomi
masyarakat serta rekomendasi dar instansi
yang berwenang,

3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yvang
berwenang;

4, fotokopi Surat [zin Undang-Undang
Gangguan (HQ);
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D.

b.

Peraturan Menteri Perdagangun R.T,
Nomor ; T0/M-DAGPER/12/2013

fotokopi Surat Tzin Mendirikan Bangunan
(IMB); dan

fotokepi akie pendirian dan/arau perubahan
perusahaan dan  pengesahannva  bagi
perusahaan vang berbadan hukum
Perseroan Terbatas atau Koperasi.

b.  untuk IUPP dan IUTM vang berdiri sendiri:

1.

T

fotokopi sural izin prinsip dari Gubernur
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Thukota
Jalkarta atau Bupati/Walikota;

hasil analisa Kkondisi sosial ekonomi
masyarakal dan rekomendasi dari instansi
yang berwenang;

fotokopi surat izin lokasi dar instansi yang
berwenang;

[otokopi Surat [zin Undang-Undang
Gangguan (HO);

fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan
(IMBY;

fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan
perusahaan dan  pengesahannya  bagi

pecrusahaan  yang  berbadan  hukum
Persercan Terbatas atau Koperasi; dan

rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil,

¢.  untuk IUPPT dan [UTM yang terinlegrasi dengan
Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan
lain:

L

hasil analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakat serta rckomendasi darl instansi
yang berwenang;

lotokopi TUPP  Pusat Perbelanjaan  atau
bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar
Tradisional atau Toko Modern;

fotokopi akie pendirian danjatau perubahan
perusahaan dan  pengesahannva  bagi
perusahaan  vang  berbadan  hukum
Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan

rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro
atau Usaha Kecil untuk Pusal Perbelanjaan
atau Toko Modern.,

Format rencana Kemilraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurf b angka 7 dan hurul ¢ angka 4
schbagaimana lercantum dalam Lampiran I yang
merupakan baglan vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
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Permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandarangani oleh pemilik atau penanggungjawab
perusahaarn.

Pasal 28

Pejabat Penerbit menerbitkan izin usaha paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanyva
surat permohonan dan dokumen persyvaratan secara
benar dan lengkap dengan menggunakan format
sebagaimana tecrcantum dalam Lampiran 1T yang
merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dari
Peraluran Mcnteri ini .

Dalam hal permohonan scbagaimana dimaksud pada
avat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat
Penerbit memberilahukan penolakan secara tertulis
disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon
paling lambat 3 ([tiga) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya surat permohonan.

Perusahaan vang ditolak permohonannya dapal
mengajukan kembali permohonan izin usahanya
disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara
benar dan lengkap.

Fasal 29

Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusal
Perbelanjuan  dan  Tokoe Modern yang telah
memperoleh  izin usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP).

Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern,
pengelola/penangeung  jawab  perusahaan  wajib
mengajulkan permohonan izin baru.

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
berlaku:

a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan

b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada
lokasi yang sama.

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 30

Dalam hal Pasar Tradisional dikelola oleh dinas yang
menangani perpasaran, dikecualikan untuk memiliki
IUPPT:
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BADB VITT
PELAPORAN

Pasal 31
Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud dalam;:

a.  Pasal 26 avat (1) harus menyampaikan laporan
penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada
Gubernur Daerah Khusus Ibukeota Jakarta
dengan tembusan kepada Direkiur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli
tahun yang bersangkulan untuk semester
pertama dan bulan Januari tahun berikutnya
untuk semesler kedua;

b.  Pasal 26 ayat (1) harus menvampaikan laporan
penvelenggaraan penerbilan izin usaha kepada
Bupati/Walikota dengan tembusan kepada
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi
perdagangan atau DPclayanan Terpadu Satu
Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun vang
bersangkutan untuk semester pertama dan
bulan Januari tahun berikutnva untuk
semester kedua; dan

¢. Kcpala Dinas Provinsi scbagaimana dimaksud
huruf b menyampaikan laporan  kepada
Gubernur dengan tembusan kepada Direkrur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, seliap
bulan Juli tahun yang bersanglutan untuk
semester pertama dan bulan Januari tahun
berikutnya untuk semester kedua,

Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha
sebagaimana dimaksud pada aval (1) meliputi:

a. jumlah dan jenis izin usaha yvang diterbitkan:
b.  omset penjualan setiap gerai;

¢. jumlah UMKM vang bermitra; dan
d.

jumlah tenaga kerja vang diserap.

Pasal 32

Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPT, IUPP dan
IUTM wajib menvampaikan laporan berupa:

a. jumlah gerai yang dimiliki;
b. omsect penjualan seluruh gerai;

¢. jumlah UMKM yang bermitra dan pola
Kemitraannva; dan

d. jumlah tenaga kerja yang discrap.
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Laporan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan seliap semester kepada:

a, Kepala Dinas yang membidangi perdagangan
Kabupaten/Kota kecuali untuk Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

b. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi
perdagangan untuk Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jalkarta.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
avat [2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang
bersangkutan untuk semester pertama dan bulan
Januari tahun berikuinyva untuk semester kedua.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 33

Toko Modern denpan bentuk Minimarket dilarang
menjual barang produk segar dalam bentuk curah.

Toko Modern dengan  bentuk  Mindmarkel  yang
lokasinya berada di sekitar pemukiman penduduk,
tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit,
gelangpang remaja dan  sekolah  dilarang menjual
minuman beralkohol.

Toko Modern dilarang memaksa produsen UMEKM
vang akan memasarkan produksinya di dalam Toko
Modern, untuk menggunakan merek milik Toko
Modern pada hasil produksi UMKM vang telah
merniliki merek sendiri.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWABGAN

Pasal 34

Menteri, Gubernur, dan Bupalti/Walikota, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan
Pasar Tradisional, Pusal Perbelanjaan, dan Toko
Modern.
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Menteri mclimpahkan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat
melakukan koordinasi dengan instansi terkait di
pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI
Jakarta melimpahkan kewenangan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
wilayah kerjanya kepada kepala dinas yang
bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimalisud
pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada kepala
dinas wvang bertanggung jawab di bidang
perdagangar.

Pasal 35

Dalam rangka pembinaan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 34, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat:

2.

d.

melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat
memenuhi standar mutu barang yang
diperdagangkan toko modern;

melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara
peritel dan UMEKDM;

mendorong toko modern dan pusat perbelanjaan
mengembangkan — pemasaran  barang UMKM;
dan/atau

melakukan monitoring/evaluasi terhadap
keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Modern di dacrah.

Pasal 36

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar
Tradisional, Menteri, Gubernur dan DBupatifWalikota
dapat:

a.

mengembangkan sistern  manajemen  pengelolaan
Pasar Tradisional yang baik;

memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para
pedagang di Pasar Tradisional;

fasilitasi kerjasama  antara  pedagang  Pasar
Tradisional dan Pecmasok; dan/atau

melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan
prasarana Pasar Tradisional.



Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor @ 70/M-DAGPER/12/2013

Pasal 37

Gubernur dan  Bupati/Walikota dapat melakukan
koordinasi untuk:

£,

(1)

(2)

(3)

()

mengantsipasi  timbulnya permasalahan  dalam
pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern; dan/atau

mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian
permasalahan dampak pendirian Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB XI
SANKSI

Pasal 38

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 avat (1), Pasal 16,
Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33
dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diberikan secara bertahap berupa:

a. peringatan tertulis;

b.  pembekuan izin usaha; dan

. pencabutan izin usaha.

Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) hurul b diberikan apabila telah dilakukan
peringatan sccara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali
dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ diberikan apabila Pelaku Usaha tidak
melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha
denpgan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 39

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Peraturan Menteri Perdagangan R.L
Nomor : TON-DAGTERA2Z013

BAB Xll
EETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Dalam hal diperlukan petunjuk pelaksanaan Peraturan
Menteri ini, dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

(1)

(2)

(3)

()

()

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern yang sudah operasional dan belum
memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Menteri
ini, harus menvesuaikan izin usaha sesuai
peruntukannya paling lambat & (enam) bulan sejak
Peraturan Menteri ini berlaku.

Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasck dengan
Perkulakan,  Hypermarket, Department  Store,
Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket
vang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirmya
perjanjian dimaksud.

Pelaltu Usaha Toko Modern yang telah beroperasi
dan memiliki lebih dari 150 (scratus lima puluh)
outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Menteri
in1 berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah
cutlet/toko scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16
paling lambat 5 (lima) tahun.

Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi
dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari
15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah
barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko
modern  scbelum  Peraturan Menteri ini berlaku,
harus menvesuaikan dengan Peraturan Menteri ini
paling lambat 2 (dua) tahun.

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
yang tclah beroperasi dan menyvediakan barang
dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80%
[delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan
Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan
Peraturan Menleri ini paling lambat 2 (dua) tahun.

]
|



Peraturan Menteri Perdagangan R.L
Nomor ; TO0M-DAG/PERA 222013

BAD XITI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008
tentang Pedoman Penataan dan  Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut
dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlalcu 6 (enam) bulan sejak
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menten ini dengan
penempatannya pada Berila Negara Republik Indonesia.

Miletapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesual dengan aslinya
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LAMPIRAN [

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/M-DAG/PER/12/2013

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/
PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODEREN

(KOP PERUSAHAAN)
Nomor
Lampiran : 1 (satu] berkas)
Ferihal  : Permohonan lzin Usaha Pengelolaan Kepada Yth.
Pasar Tradisional /Pusat Perbelanjaan/
Toko Modern #) FEJABAT PENERBIT

i

Yang bertanda tangan dibawah ini menggjukan permohonan lzin Usaha
Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/Pusat Perbelanjaan {[UPF)/Toko Modern (IUTM)

")

’T_IDENTI'D‘:S PEMOHON

¥ 1.Nama R At e B T e i e A i A A R S S £
2.Jabalan dalam

perusahaan
3. Alamat tempat tinggal R R e ——
4. Kode Pos - b e S i e S S A S C R A TR
5.Nomor Telp / Fax [R—— _ .................................................................
6. Nomor KTF / Paspor e A S e e A e
7.Kewarganegaraan G s R Sl s
I1. | IDENTITAS PERUSAHAAN

1.Nama Perusahaan

.............................................................................

2. Alamat perusahaan

3.Nomor Telp / Fax

-----------------------------------------------------------------------------

4 Kelurahan / Desa

5.Kecamatan

6. Kode Pos
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7. Ka./Kota/Kotamadya

& Propinsi

------------------------------------------------------------------------------

IIIL.

LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Perusahaan

2. Copy Alcta Pendirian : Na. Tanggal, .
3. Copy Akla Perubahan (bila | : No..covniiciccvinnn, Tenggal. ..o —
ada]
I'V. | KEPEMILTEKAN MODAL DAW SAHAM
LModal | e e n e e e e r e er e anern e e e nan e
2.8aham (Khusus untuk penanaman madal)
a. Total Nilai Saham :
b, Kamposisi Kepemilikan Saham
b.1. Nasional ... 70 [Perseratus)
b.2. Asing - R— % (Perseralus)

3. Status perusahaan ;| PMDN/PMA ¥

IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN /TOKO MODERN

1. WNama Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/Tokoe Modern :
2. Luas tanah /bangunan : Tanah m2, ]
: Bangunan ........ m?
3. Luas lantai penjualan m?
B I Euss laherwparkis — |vasiaaiiinasinaniaadiniianm 14
5. Kapasitas parkir = | Koda Empat
G Alppmat 0 e T
o Kelurahian SEESA 00 | s i sy s b e a s s e n s s e
B RBEERIIREANE 00 | e s sese s s e R N R R G SR
HoROAEPOE 303090900 | e s N s
10. Kah. /Kota T
11, Provinsi - A A Y £ B AN A e
Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan :
l.Jumlah Pedagang || .crerereernenncnnrnnneanes Pedagang
a, UKM ST -P;d?l gang
b.Penyvewa WHama | st Pedagang
Anchor Tenant (bila
ada)
2.Nama Penyewa Utama/Anchor Tenan
a. Luas Lantai Penjualan .............. m-?
e Luas Lantai Penjualan ..............m?*
A S SRR 45 Luas Lantai Penjualan ..............m?

. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat,

28




a. Nama Konsultan

b, Alamal Kensultan A A S T RS R

V1. DOKUMEN PENDUKUNG

1. Rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusal Perbelanjaan atau Toko
Modern.

2. Burat Pernyataan kesanggupan melaksanalkan sesuai Peraturan Perundang-
Undangan vang berlaku

Demilkian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di
kemudian hari termyvata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak henar atau
palsu, kami mecnyalakan bersedia untuk dicabut izin vang telah diterbitkan dan
dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalou.

.............. R T R D
Nama dan Tandatangan
Penangpungjawab perusahaan

Cap perusahaan dan merterai culoap

--------------- PedrdaEraara s R R A R R R A A R

Catatan :
*). Corer yang tidag perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUELIK INDONESIA,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesual dengan aslinya
claretariat Jenderal
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

. 70/M-DAG/PER/12/2013

TENTANG
PEDDMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT

PEREELANJAAN DAN TOKO Il"IUL}I:'.._BN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

(KOP PERUSAHAAN)

|

1. | Nama dan alamat Inﬂ:‘il:.i'lgw'l'nﬂ‘.‘jil'lg piliak |s|ssssanssssasass T

2. | Bentuk dan Unphap ke@iatan 08A0a. = |5 | oo cooeomammimmssssimmas swmssessss s ssosins

3. | Pola Kemitraan vang digunakan | ] B

4, | Hak dan Kewajiban masing-masing pilak | 1| .oococieceeeece e scseesesissesemsenesaenens

5. | Sanksi apabila isi perjanjian yang telah | | oo s
disepakali lidak dilaksanakan

6. | Jangka waktu berlakunya perjanjian

Cara menyelesaikan perselisihan

'8, Bentuk pembinaan yang vang dilakukan
kepada usalia mikro dan usaha kecil
9. | Cara pembayaran _

Penangzungjawah

Cap Perusahaan & Meteral cukup

MENTERI PERDAGANGAN REPUBELIK INDONESIA,

ttcl

GITA IRAWAN WIRJAWAN

a0




LAMPIRAN IIT

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/M-DAG/PER/12/2013

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

A. FORMAT SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

NOMOR :

Mama Perusahaan R e T R S R N G
Nama Penanggung Jawab & Jabatan

Alamat Perusahaan

Nomor Telpon / I'ax R AR R R S

luas Pasokan Ruang S R AN A o s S R R S
(Retail Space)

Darang / Jusa

Dagangan Utama

Tzin usala ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Itadisional pada |
1 {satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang sctiap 5 (lima) tahun,

Pas PlJABAT PENERBIT IUF2T
Photo
| 3X4
(.. )
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B. FORMAT SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

SURAT IZIN USAHA PUSAT PIERBELANJAAN

MOMIOR :

Mama Perusahaan

Nama Penanpgung Jawab & Jabatan @

Alamat Perusahaan

Nomor Telpon / Fax

Luas Pasokan Fuang
{Reta] Space)

Kegiatan Usaha : Mall / Trade Centre

Barang / Jasa
Dagangan TTtama

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu)
lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap S (lima} tahun.

Pas PEJABAT PENERBIT IUP2T
Fhoto
1X 4
£ soneusessss oot sabs s RN RN RSP )
NI
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C. FORMAT SURAT IZIN USAHA TORO MODERN

KOPSURAT
PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN

MOMOR :
Nama Perusahaan v AR S R ik
Mama Penangpung Jawab & Jabalan NSOV ———

Alamat Perusahaan

Nomor Telpon / Fax

Luas Lantai Penjualan s I P e ca SR

Kegiatan Usaha : Minimarket / Supermarket / Department Store
{ Hypermarket / Perkulakan

Barang / Jasa B ekt Yoty ML A ARSI ARRA SRS

Dagangan Utama

[zin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan uzaha Toko Modern pada 1 (salu) lokasi
dan wajib didafarkan ulang setiap 5 (lima} tahun.

Pas PEIABAT PENERBIT IUP2T
Photo
AN 4
( i)
TR e e s s

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ld

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
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